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APBN BERKUALITAS?

Disiplin .
Prioritas .
Nasional .

P Perpajakan [
o PNBP TARGET ° Tepat waktu penetapan APBN
Hibah .
Sumber Pembiayaan q 0 Tepat waktu realisasi belanja “ .
. Utang — / ‘ Elonomis fions [ ° m
0 Tepat waktu realisasi
pendapatan N,

* Investasi
. Pe_mberian Pinjaman
e Lainnya

APBN Berkualitas adalah APBN yang

mengoptimalkan pendapatan dan belanjanya

dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan °° Dapat Dipertang- Dapat diakses

nasional yang dilakukan secara efisien dan efektif,

tepat waktu (realisasi pendapatan & belanja),
transparan dan akuntabel (Juanda, 2019)

gungjawabkan publik/Transparansi




Pasal 46 UU APBN 2020  [wass

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2020 BRELEEERED

mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang dan
berkualitas, yaitu dalam bentuk: penanganan
a) penurunan kemiskinan menjadi sebesar 8,5% - 9,0%; Covid-19?

b) tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 4,8% - 5,0%;
—E) penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,375 - 0,380; dan

)
iy
S
>
@)
O

d) peningkatan Indeks Pembangunan Manusia mencapai 72,51
2.540.422.500.559 (Ribuan Rp)

APBN 2020

1/3 utk Dana Instansi Vertikal & TP

~—

856.945.321.424 (Ribuan Rp) /
1/3 untuk Dana Transfer Ke Daerah & dana Desa (APBD, APBDes)
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Klasifikasi Urusan Pemerintahan
UU RI NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

:

AZEOUIT KONG;(UREN \ |
1. Politik Luar Negeri PEMERINTAHAN UMUM
3. Keamanan
WAIJIB
4. Moneter dan fiskal PILIHAN
5. VYustisi 1. Kelautan dan
6. Agama Perikanan
NON Pelayanan Dasar Berkaitan dengan 2. Pariwisata
;' lenasa ';erja ; i Perling y Pelayanan Dasar 3. Pertanian
. Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan ana .
3. Pangan Y P = 1. Pendidikan 4. Kehutanan
4. Pertanahan 2. KeSEhatan 5' Energl dan .
5. Lingkungan hidup 3. Pekerjaan UMUM dan Sumberdaya Mineral
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil Penataan Ruang 6. Perdagangan
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa 4. Perumahan Rakyat dan 7. Perindustrian
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana . 8. Tranmierasi
9, PeiuiuiE kawasan Permukiman : g
10. Komunikasi dan Informatika 5. Ketentraman,
11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Ketretiban Umum dan
12. Penanaman Modal Perlindungan
13. Kepferr?udaan dan Olah raga Masyarakat.
14. Statistik 6. Sosial
15. Persandian > esle
16. Kebudayaan
BJ-IPB 17. Perpustakaan 18. Kearsipan
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Berdasarkan kriteria Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

* Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi
atau lintas negara;

* Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas
Daerah provinsi atau lintas negara;

* Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya
lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

* Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih
efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau

* Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis
bagi kepentingan nasional.
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PEMERINTAH PUSAT POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH
(Sesuai UU 33/2004 dan UU 23/2014)

DBH ’\
DAU APBN
DAK \ 4 \ 4
Transfer Ke Belanja Pusat
Dana Otsus Daerah Di Daerah
Dana Penyesuaian
1 Melalui K/L l

R Desentralisasi Dekon / TP | Dana Vertikal
* Bag. Laba A
BUMD
. Lz:m-PAD | | *B. Pegawal Pembiayaan Lainnya

Lain-Lain | ®B. Barang Pinjaman (termasuk
PAD DAPEB & pendapatarl_*B- Lainnya Obligasi Daerah)

Trf lainny yang sah Operasional || Modal Penggunaan SILPA

Pendapatan Belania D h Surplus / - Pembiayaan

Daerah clanja baera Defisit Daerah Daerah
APBD \

PEMERINTAH DAERAH \_/
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Dua Jenis Grant dari Pemerintah Pusat ke Pemda:

1. General Purpose Grant (Bantuan Umum)
2. Specific Grant (Bantuan Khusus)

General Purpose Grant atau bantuan tanpa syarat
(unconditional grant) yang di Indonesia disebut Dana
Alokasi Umum (DAU) adalah jenis bantuan yang bebas
digunakan oleh si penerima. Tidak ada arahan terhadap
nenggunaan dana tersebut.

Umumnya unconditional grant ini ditujukan untuk pemerataan
Kemampuan fiskal daerah penerima atau dengan kata lain
untuk tujuan pemerataan horizontal, sehingga juga disebut
bantuan pemerataan (equalization grant).
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Formula Perhitungan DAU Per Daerah

DAU = Alokasi Dasar (AD)+ Celah Fiskal (CF)
Dasar Hukum: UU No

Alokasi Dasar = Belanja Gaji PNSD 33/2004 Ps 27 (2)
Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal (KbF) — Kapasitas Fiskal (KpF)
Kebutuhan Fiskal = Rata-rata Belanja Daerah secara Nasional X (indeks-indeks)

Rata-rata Belanja Daerah secara Nasional = Jumlah Belanja dalam APBD seluruh Indonesia
dibagi jumlah daerah

Indeks Jumlah Penduduk (1JP)

Indeks Luas Wilayah (ILW)

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Product Domestic Regional Bruto (PDRB)

Indeks-Indeks

ol g B2 N [=

Kapasitas Fiskal = Pendapatan Asli Daerah (PAD) + DBH Pajak + DBH SDA

Catatan: Metadata DAU akan menunjukkan kondisi data dari
komponen-komponen perhitungan DAU tersebut diatas
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Variasi Hasil Perhitungan DAU

(Hasil penerapan Formula dan Pengolahan Data Dasar)

Kemungkinan Variasi Hasil Perhitungan DAU dibanding DAU Th
sebelumnya

1. Naik Pada umumnya terjadi di daerah yang Kapasitas Fiskalnya rendah,
yaitu daerah yang menerima DBH Pemerataan dan PAD-nya rendah

2. Sama Sejak tahun 2008 sangat jarang bahkan tidak ada daerah yang
menerima DAU sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini terkait dengan Kondisi
Data Dasar dan kebijakan Formula DAU yang berubah setiap tahunnya

3. Turun Pada umumnya terjadi pada daerah yang mengalami kenaikan
Kapasitas Fiskal yang berarti.

4. NOL Daerah yang tidak mendapatkan DAU bukan karena TIDAK
DIHITUNG melainkan karena HASIL PERHITUNGAN menunjukkan NILAI MINUS
atau NOL.
Hasil demikian pada umumnya terjadi pada daerah dengan Kapasitas Fiskal
Tinggi dan mengalami kenaikan yang cukup berarti
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Pasal 11 UU APBN 2019 —

* Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota: 14,1% dan 85,9%

« Utk memperbaiki pemerataan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah,
dilakukan penyesuaian alokasi DAU per daerah untuk provinsi dan
kabupaten/kota sebagali berikut:

a. penyesuaian ke atas agar semua daerah mendapatkan kenaikan minimal
alokasi DAU sebesar kenaikan gaji pokok; dan

b. penyesuaian ke bawah untuk daerah yang mengalami kenaikan alokasi DAU
melebihi kenaikan minimal alokasi DAU sebesar kenaikan gaji pokok sehingga
alokasi antardaerah lebih merata dan kisaran kenaikan alokasi antardaerah tidak
terlalu jauh.

« Alokasi Dana Transfer Umum digunakan sesual dengan kebutuhan dan
prioritas daerah.

« Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25%
untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan
pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka
meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi
kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.
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PERBANDINGAN DUA MODEL DASAR FORMULASI DAU

FORMULA EKSISTING UU 33/2004 FORMULA BARU USULAN RUU HKPD
(MENGHITUNG KEB. RIIL)

g KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
r Vo Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

DAU Reformulasi DAU
Untuk Memperkuat
Peran Sebagai

I = ) @—

[ KOF — |

h Ll
7 e  KOF = DIDF + SERAT, + INFRA,+ LAVAN é paization Gragt
MEMPERHITUNGKAN | | i * DIDIE =S PO SHLA o = 4 K

BELANJA GAJI PNSD

Prof. Dr. Bambang juan Institut Pertanian Bogor

BL] SEHAT 4 Dr. Machfud Sidik | Pakar Desentralisasi Fiskal
SEHAT! = D MSKN PDDK MJ'SKIN * lml + [UZH{K]“ Dr. Riatu Mariatul Qibthiyyah | Universi tas Indonesia
EDITOR
INFRA 8l NFRAT ! P G ALAN LHG,S I’KK Prof. Dr. Robert A. Simanjuntak | Universitas Indonesia
G AM ] ] 2 ,' Dr. Hefrizal Handra | Universitas Andalas
BL] LAIN TIM ASISTENSI KEMENTERIAN KEUANGAN
LAYAN = j - PDDK l&ll + (UZH(K[‘ BIDANG DESENTRALISASI FISKAL

Rata2Luas

2012

AD = ALOKASI DASAR
KyoF= TBR (0P + 0,IW + ,IKK + o, IPM + o IPDRB)

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP mﬁ'a.al

FOR DECENTRALISATION (AIPD) AID _Qa.

KpF; = PAD; + WH} + DAK Operasional,

i Total PAD o0RG
“TotdPORBT DBH = DB pajak + DBATSDA

KpF=PAD + DBH SDA + DBH Pajak

Selanjutnya diformulasikan dalam 5 alternatif formula,
dg menambah, mengurangi dan/atau mengubah
variabel

BJ-IPB

Selanjutnya diformulasikan dalam beberapa alternatif
formula, dg menambah, mengurangi dan/atau
mengubah variabel



DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

Def: Kebijakan DAK diarahkan
Dana dari APBN yang untuk membiayai
dialokasikan kepada kebutuhan fisik sarana dan
Daerah tertentu prasarana dasar.
untuk membantu
mendanai

Dasar Hukum:
kegiatan khusus

- UU 32/2004

yang merupakan
urusan daerah sesuai - UU 33/2004
- PP 55/2005

dgn prioritas nasional

12
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Specific Grant merupakan bantuan spesifik atau bersyarat

(conditional grant). Bantuan spesifik biasanya ditujukan untuk
membiayal bidang tertentu yang telah menjadi kewenangan
daerah otonom. Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai si
penerima tidak boleh menggunakan dana tersebut kecuali untuk
kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi. Specific grant
sangat beragam jenisnya dengan berbagal tujuan yang dirancang
oleh si pemberi, diantaranya:

1. Untuk mencapai tujuan (prioritas) nasional tertentu, namun
fungsi dan kewenangan urusannya telah didesentralisasikan ke
daerah otonom.

2. Untuk mempengaruhi pola belanja daerah penerima.

3. Untuk mengakomodasi spillover benefit (penyediaan
pelayanan publik oleh daerah tertentu tetapi dimanfaatkan

oleh penduduk daerah lain/tetangga).




Berbagal jenis specific grant (bantuan khusus)

dipraktekan di dunia, antara lain:

a.Grant untuk program/kegiatan/pelayanan tertentu
(specific grant),

b.Grant yang mengharuskan dana pendamping dari
penerima (matching grant),

c.Grant untuk menutupi defisit (deficit grant),

d.Grant untuk membantu daerah menghadapi situasi
darurat/emergensi (emergency grant),

e.Grant untuk belanja modal (capital grant).
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Dari sisi penentuan jumlah bantuan spesifik yang ditransfer ke
daerah, dapat dikelompokkan (Bergvall, et al, 2006):

1. Closed-ended grant (jumlah yang akan ditransfer ke daerah telah
ditetapkan dari awal dan realisasinya sama dengan pagu
anggaran).

2.0pen-ended grant (jumlah akhir dari grant ditentukan oleh
realisasi belanja daerah dan biasanya jenis bantuan ini dirancang
sangat menantang untuk dapat direalisasikan oleh daerah).

Indonesia dapat memilih yg sesuai dgn sasaran yang diinginkan.
Untuk tujuan mencapai standar pelayanan minimum (SPM) nasional
di seluruh daerah, jenis bantuan yang paling direkomendasi adalah
bantuan khusus tanpa dana pendamping, yang diikuti dengan
spesifikasi penggunaan dana bagi SPM.

BJ-IPB
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Untuk tujuan mengakomodasi spillover benefit (pelayanan yang
disediakan suatu daerah yang juga dimanfaatkan penduduk
daerah lain) direkomendasikan jenis bantuan khusus dengan
dana pendamping (matching grant), dengan tingkat dana
pendamping yang bervariasi. Bagi daerah yang tingkat spillover
benefit nya tinggi, dana pendamping tentunya lebih rendah.
Sedangkan untuk tujuan mempengaruhi pola belanja daerah di
bidang yang merupakan prioritas nasional disarankan untuk
menggunakan open-ended matching grant (bantuan khusus
dengan dana pendamping dengan jumlah akhir yang dapat saja
lebih keclil ataupun lebih besar dari pagunya). Open-ended grant
mengisyaratkan bahwa jumlah bantuan yang diterima oleh setiap
daerah ditentukan oleh realisasinya untuk bidang yang telah
ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

BJ-IPB



HKPD

1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah adalah suatu sistem (yang mengatur)

penyelenggaraan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah, Provinsi dengan Kabupaten/Kota, Pemerintah

Daerah dengan lembaga non pemerintahan/BUMD (/Desa),
serta antar Daerah pada tingkat pemerintahan yang sama,
dilaksanakan secara adil, transparan, dan
bertanggungjawab.

2. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang adil,
proporsional, dan demokratis, serta sistem pengelolaan
keuangan transparan dan bertanggungjawab

BJ-IPB



DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah

1. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari
pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah
penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

BJ-IPB



DANA PERIMBANGAN

3. Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) adalah dana yang
bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional (Pasal 1, Ayat 23 UU
No.33 Tahun 2004)

Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Pendukung Operasional
Pelayanan Publik) adalah Dana Alokasi Khusus yang
dialokasikan untuk mendukung operasionalisasi pelayanan
publik yang sudah menjadi urusan daerah.

UU APBN2019, DAPER= DTU (DAU+DBH) + DTK



Perhitungan DAU Per Daerah memerlukan pemahaman = Trilogi=> Bentuk yang terdiri

mengenai 1 Filogi Dana Perimbangan  da3komponen yang saling

berhubungan dan

membangun tema tertentu.

= Prinsip =>Memandang Dana
Perimbangan (DBH, DAU,
DAK) sebagai satu kesatuan
yang tidak terpisahkan.

= Temanya : pemerataan -
mengatasi vertical fiscal
imbalance dan horizontal
Fiscal imbalance.

= Simulasi mekanisme - pada
saat DBH meningkat
(berputar ke kanan), maka
pada umumnya DAU menurun
(berputar ke kiri), demikian
pula DAK, atau sebaliknya.

= Prinsip ini digunakan dim
perhitungan DAU & DAK per
daerah
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Pemerataan dan
mendanai

kebutuhan daerah

(seluruh urusan)

SKEMA PENDANAAN DAERAH
(UU 33/2004 dan Implementasinya s.d. 2020)

Mendanai
kebutuhan
khusus daerah
(dukungan
belanja modal)

DAK FISIK
PENUGASAN
Dukungan
pendanaan khusus
untuk daerah pada
bidang-2 sesuai RKP

Mendanai
kebutuhan
belanja
operasional

et

Mendanai p " SRS B
kebutuhan ok et o i

Khusus
non-reguler

ra .

DAKNON

FISIK

Dukungan
pendanaan khusus
untuk belanja
operasional berbasis
unit cost

HlbOh Dono R o
Dukungan
pendanaan
khusus untuk
daerah yang
bersifat
temporer dan
dilakukan
dengan
perikatan
perjanjian

Dana -
Keistimewa S S

Dana
Insentif
Daerah

Insentif kepada
daerah tertentu
yang mempunyai
kinerja baik

an DIY
Dukungan SRR
pendanaan IR R
khusus untuk IR R
daerah fertentu o e

khusus S SO




KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS
Existing Condition

MEKANISME DANA
ALOKASI KHUSUS
(DAK) UNTUK

Tujuan DAK untuk: % Jenis DAK: ‘
. v DAK Fisik el PEMBANGUNAN DI
1) Membantu daerah tertentu; v DAK Operasional —— Sk
i) Mendanai kebutuhan sarana dan w e
prasarana pelayanan dasar v'mendanai kegiatan khusus untuk mengatasi

. kesenjangan pelayanan publik antar-Daerah,
_r_l_wasyarakat, dan melinuti
III) Mendorong percepatan a. penyediaan pelayanan dasar publik;

- b. pencapaian prioritas nasional; dan

pembangu_nan daerah dan pencapailan Cc. percepatan pembangunan Daerah &
sasaran prlorltas naS|0na|_ kawasan dengan karakteristik khusus

v'"Mekanisme pengalokasian DAK :
a. usulan Daerah; dan/atau

Upaya untuk memperbaiki kualitas b. kebijakan Pemerintah
proses, siklus, dan mekanisme v'Pengalokasian dilakukan dengan sinkronisasi,
pengelolaan DAK diantaranya ia|ah koordinasi & harmonisasi kegiatan DAK

’ - ] antardaerah, antarbidang, dan antar sumber
dengan melakukan reklasifikasi pendanaan.

bidang dan kelompok DAK, serta
DAK berbasis proposal

0 DAK Operasional
v'mendukung operasionalisasi penyelenggaraan
pelayanan publik yang menjadi urusan Daerah.

BJ-IPB v'Jenis, target, dan sasaran ditetapkan dalam RKP



Perkembangan Jenis dan Bidang DAK Fisik =

NO DAK 2015
DAK REGULER
1 Pendidikan
2 Kesehatan
3  Transportasi
4  Inf. Irigasi
5  Air Minum dan Sanitasi
6 Prasarana Pemerintah Daerah
7  Kelautan dan Perikanan
8 Pertanian
9 Lingkungan Hidup

KB

[EY
o

11 Kehutanan

12 Sarana Perdagangan

13 Energi Perdesaan

14 Perumahan dan Permukiman
DAK AFIRMASI

1 Inf. Air Minum dan Sanitasi

2 Inf. Irigasi

3  Transportasi
DAK APBNP 2015

1 DAKP3K2
2 DAK Usulan Daerah yg Disetujui
DPR RI

BJ-IPB

NO DAK 2016

DAK REGULER

Pendidikan

Kesehatan dan KB

Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan
Kedaulatan Pangan

Kehutanan dan LH

Energi Skala Kecil

Kelautan dan Perikanan

Prasarana Pemerintahan Daerah

© 00 N o o A W DN

Transportasi

[EEN
o

Sarana Perdagangan, Industri,dan
Pariwisata

DAK AFIRMASI

1 Inf. Air Minum dan Sanitasi

2 Inf. Irigasi

3  Transportasi (Jalan dan Transdes)
DAK IPD

1 Transportasi (Jalan dan Perhubungan)

2 Inf. Irigasi

3 Inf. Air Minum dan Sanitasi

4  Kelautan dan Perikanan

NO

S 01 A W N P

7

DAK 2017
DAK REGULER
Pendidikan
Kesehatan dan KB
Perumahan dan Permukiman
Pertanian
Kelautan dan Perikanan
Pariwisata
IKM

DAK PENUGASAN

1 Pendidikan (SMK)
2 Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama)
3 Air Minum
4  Sanitasi
5 Jalan
6 Irigasi
7 Pasar
8 Energi Skala Kecil
DAK AFIRMASI
1 Perumahan dan Permukiman
2 Kesehatan (Puskesmas)
3  Transportasi



NP

Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018

DAKREGULER

Tujuan:BUntukipenyediaan@elayananasars

sesuaillUMNo.23ETahun2014&entangl
Pemerintahan@aerah@lengan@arget?
pemenuhan@Standar®Pelayanan@inimal?

(SPM)@lanEmendukungketersediaan®aranal
danBprasaranaintukPpencapaian?Programpl

PresidenfEkonomiBerkeadilan

1.®Pendidikan 10.®Pariwisata

2.Xesehatan@anl 11.@alan
KB
3.RAifMMinum

4.Banitasi

5.Perumahan®anC
Permukiman

6.®Pasar
7.AKM

8.®Pertanian

9.Xelautan@anl
Perikanan

BJ-IPB

DAKETA.2018
DAKBAFIRMASI

Tujuan:EMempercepatPembangunani
infrastruktur@lan@elayanan@asariyang
fokus padaf.okasi®Prioritas® Kecamatan)&
padaXab/KotaBang®ermasuki&ategoril

daerahlBperbatasan,®epulauan,®ertinggal

dan@ransmigrasifArea/SpatialBased).

1.KesehatandPuskesmas)
2.Perumahan@an®Permukiman

3.Aransportasi

4.®Pendidikan
5.AirfMinum

6. Sanitasi

* Terdapatpenambahan@EEidangPDAKE
Regulerbaru yaituPAirfMinum@anBanitasil
untuk@nendukungBbemenuhanZargetf
pelayanan@asar{SPM)BertakPasar@ank
JalanBuntuk@nendukungiketersediaanf
sarpras@alammendukungencapaiani
Program®residenEkonomi@Berkeadilan.

DAK?PENUGASAN
Tujuan:EMendukungPPencapaian®rioritasl
Nasional@ahun018&angknenjadik
kewenangan@aerah@lenganlingkup?
kegiatanang@pesifikBertalokasill
prioritasfertentu.d * Terdapat®enambahanBbidang?DAKE

Afirmasitbaru®aitu@®endidikan,Air?
Minum,BlanBanitasi,untuk@nenunjangf

1.®endidikan (SMK) pelayanan@lasar@i@vilayah@firmasi,Emenu
2 Kesehatan (RSRujukan@aniRs d|mu.ngk|nk.an@arﬁa@je_nganEDAK[ReguIer,
tetapiPlokasinyaf@ikunci.
Pratama)
3.RAirfMinum * Selain 8Midang DAK®enugasan Eksisting
—— Tahun 2017,@erdapat penambahan 12
4. Banitasi ’
bidang DAK&ari Kementerian Lingkungan
5.@alan Hidup dan Kehutanan yang®ebelumnya
berada ditbawah Bidang DAK@®Penugasan
6.Arigasi Irigasilan@anitasi Tahun 2017. Pemisahan[
bidangAK@ilakukankgarfimplementasil
7.®asar

kegiatanlapatiberlangsungiebihibaik?

dibandingkan@ahun017.

8.&EnergiBkalaXecil

* Terdapattbidang® bidang®dang
kemungkinan@amaiatauerdapat@ilebih
dari2@enistDAK,mhamunierbedaialamp
fokus@nenukegiatan@andokasinya.

9.Alingkunganidup dan
Kehutanan



Masukan terhadap Arah Kebijakan DAK Tahun 2018 §5:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E:;;;;

(DAK Reguler khusus Urusan Wajib Pelayanan Dasar)

Digunakan untuk membantu Digunakan untuk membantu mendanai  Digunakan untuk membantu mendanai

------------ mendanai Urusan Wajib Pemerintah Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang Urusan Wajib Pemerintah Daerah di

-~ Daerah yang terkait pelayanan dasar ~ menjadi prioritas nasional dan sejalan  daerah yang kondisinya masih tertinggal, o

- (berpedoman SPM) dengan tema RKP nasional, dan wilayah perbatasan, wilayah kepulauan,
: kondisi bidangnya masih tertinggal dan daerah transmigrasi

Pendidikan (Dasar) 1. Pendidikan (SMA dan SMK) 1. Pendidikan (Dasar)

2. Kesehatan (Pelayanan Dasardan 2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS 2. Kesehatan (Pelayanan Dasar dan TR
SRR Kefarmasian) Pratama) Kefarmasian) TR
~ 3. Air Minum (SPAM) 3. Air Minum (Air Baku) 3. Air Minum (SPAM) AR
it 4. Sanitasi (IPAL Komunal) 4. Sanitasi (SPAL Regional) 4. Sanitasi (IPAL Komunal) S
. 5. Perumahan dan permukiman (PSU) 5. Jalan 5. Perumahan dan permukiman (PSU) =
- B—Sesial{Sarana-danPrasarana 6. lIrigasi 6. Transportasi desa (dalam rangka
Perlindungan-danJaminan-Sesial 7. Pertanian (Sarana dan Prasarana peningkatan akses pelayanan R
e yang-menjadi-Urusan-Daerah) Pertanian termasuk irigasi untuk dasar; Sarana Transportasi Darat S I
""" Produksi Pangan) dan Laut) S
____________ 8. Kelautan dan Perikanan o
Ll 9. SentralKM e SR
""" 10. Pasar (Sarana dan Prasarana o
______ Pasar Tradisional)
S 11. Transportasi Desa (Sarana S
R Transportasi Darat dan Laut) S

12. Pariwisata




= DAK REGULER DAK PENUGASAN =

Digunakan untuk membantu mendanai Urusan Digunakan untuk membantu mendanai Urusan Wajib _
-~ Wajib Pemerintah Daerah yang terkait pelayanan Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas nasional dan e

Sl dasar (berpedoman SPMY; sejalan dengan tema RKP nasional, dan/atau yang kondisi i

occcessessesss-- Dan menambah (kegiatan & unit) DAK Reguler bidangnya masih tertinggal il

oo di daerah yang pelayanan dasar dan DRI

i aksesibilitas masyarakatnya masih sangat S
nTIIEIIIEL rendahi(3T) B

Pendidikan (Dasar & Menengah) . Jalan
Kesehatan (Pelayanan Dasar dan Kefarmasian; . lrigasi

s RS Rujukan dan RS Pratama) . Pertanian (Sarana dan Prasarana Pertanian termasuk :
------------------------ - 3. Air Minum (SPAM; Air Baku) irigasi untuk Produksi Pangan) SR

. Sanitasi (IPAL Komunal; SPAL Regional)) . Kelautan dan Perikanan

cooocooooooooseeeeeo 50 Perumahan dan permukiman (PSU) . Sentra IKM L

- e—SesialH{Sarana-donPrasaranaPerindungan-dan . Pasar (Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional) el
NS i i jadi . Pariwisata L

SR - Energi Skala Kecil SR

---------------------------- R . Lingkungan Hidup dan Kehutanan e
. Transportasi (dalam rangka peningkatan akses
pelayanan dasar; Sarana Transportasi Darat dan Laut di - -
Daerah 3T) :

~ Pengalokasian Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan e

o Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar pUink, peningkatan [
ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (RUU HKPD & UU 23/2014).




I —
Pengendalian Penyebaran CoViID-19 & Pengobatan yg Terpapar

1. KepPres 11/2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

2. PP 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) utk
percepatan Penangannnya. MenKes berkordinasi dgn Kepala Gugus
Tugas Covid-19 & Kepala Daerah (UU 6/2019: Kekarantinaan Kesehatan)

3. PERPU 1/2020: KKSSK utk Jaring Pengaman Sosial dll (deficit>3%GDP)
4. Menjaga UMKM sehingga terjaga penyerapan tenaga kerjanya

5. Program Keluarga Harapan (9.2—2>10jt); Ibu Hamil (Rp2.4jt—> Rp3jt/th);
Anak Usia Dini Rp3jt/th; Disabilitas Rp2,4 juta/th

6. Kartu sembako (15.2jt—=>20jt penerima manfaat); Nilainya naik 30
persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu.

7. Kartu Prakerja untuk pekerja informal UMK yg terdampak Covid-19
dengan nilai manfaat Rp650 ribu sampai Rp1 juta per bulan

8. Tarif listrik; Antisipasi kebutuhan pokok; Keringanan pembayaran kredit

BJ-IPB



1/3 utk Dana Instansi Vertikal & TP < @aL0 —+1/3 untuk Dana Transfer Ke Daerah & dan:

1. KMK 6/2020 (14Maret): Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan
Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan CoViD-19

dim Rangka Penanggulangan CoViD-19. Belanja wajib bidang kesehatan (min 5%)

dilaksanakan penyaluran DBH SDA Triwulan [1&lll dan DAU Mei. Jika tidak ada 1
laporannya, DAU nya dapat dipotong setelah memperkirakan kapasitas fiskalnya & :
kebutuhan belanja daerah 3 bulan ke depan. Penyaluran DID utk kategori pelayanan Qs
kesehatan secara bersamaan Maret-Juni. DID diprioritaskan utk kegiatan pencegaha

dan/atau penanganan CoViD-19. DBH CHT utk bidang kesehatan, DBH SDA Migas 3.
Pemda Otsus untuk bid kesehatan & perbaikan gizi dapat digunakan untuk kegiatan W.§
pencegahan dan/atau penanganan CoViD-19.

5.

3. Surat Menkeu ke Kepala Daerah (27Maret): Penghentian proses pengadaan
barang/jasa DAK Fisik TA 2020 selain bid kesehatan & pendidikan. Sekarang difokuskan
untuk kesehatan, termasuk Covid-19 (juknis nunggu KI/L).

4. Surat Edaran MenDesa PDTT No0.8/2020 (24Maret): Desa tanggap Covid-19 &
Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Pekerja diprioritaskan keluarga miskin,
penganggur & setengah penganggur serta anggota masyarakat marjinal lainnya.
Upah diberi harian, dengan memperhatikan protocol Covid-19. Ketua KADES,

WK Ketua BPD dim struktur Relawan Desa lawan Covid-19.

Kebijakan
(Action) utk

—>Laporan penyerapan dana (kegiatan2) & capaian output tahap | - dapat Tahap II. pencegahan &
2. PMK 19/2020 (16 Maret): Penyaluran & Penggunaan DBH, DAU & DID Th Anggaran T ERERED

diarahkan untuk pencegahan dan/atau penanganan CoViD-19. Setelah ada laporann Covid-19?

PemProv
PemKab
PemKot
PemDes
RW/RT/..

BJ-IPB



Semoga bermanfaat
Sampal ketemu di topik yang lain
Terima kasih
(Salam, BJ)

Departemen limu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Manajemen

IPB U‘hiversity Institut Pertanian Bogor

— Bogor Indonesia —
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